PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDCENSI A
NCMCR 18 TAHUWN 1961
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PRESI DEN NOMCR 6 TAHUN 1961
DAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN | NDONESI A

PRES DEN REPUBLI K | NDONES! A,

Meni nbang:

a. bahwa perlu nencari bentuk-bentuk usaha guna nenperlancar dan
nenyenpur nakan kegi at an- kegi atan dal am rangka pel aksanaan program
penbangunan senesta dengan sebai k-bai knya serta nenbangkitkan
perhatian, mnat dan daya cipta di kalangan segala |apisan
nmasyar akat guna kemaj uan dal am bi dang penbangunan;

b. bahwa penyel enggaraan paneran-paneran serta pekan raya yang
nmenper t unj ukkan usaha-usaha dan hasil-hasil penbangunan dal am
pengertian yang seluas-luasnya adalah suatu cara yang sebai k-
bai knya dan tel ah pul a bersifat tradidionil di seluruh dunia,

C. bahwa dal am ekonom terpinpin dan denokrasi terpinpin pekan-pekan
raya dan paneran-paneran tersebut harus disel enggarakan secara
teratur dan berencana, seti dak-tidaknya dibawah pengawasan
Peneri nt ah;

d. bahwa sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia 17
Agustus 1959 dal am penyel enggaraan tersebut dapat diikutsertakan
gol ongan- gol ongan kekuatan nasyarakat dan nodal nasional yang

progresif;

e. bahwa untuk itu perlu diadakan suatu peraturan tentang
penyel enggar aan Pekan Raya dan Paneran;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar

2. Keput usan Presi den Republik I ndonesia Nonor 27 tahun 1959;

3. Ket et apan- ket etapan Maj el i s Pernusyawaratan Rakyat Senentara No.
|/ MPRS | 960 dan Nonor |1/ MPRS/ 1960;

4, Undang-undang Nonor 10 Prp tahun 1960 (Lenbaran Negara tahun 1960
Nonor 31);

Mendengar :

Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961 dan pada tangga
31 Cktober 1961

MEMUTUSKAN

| . Mencabut
Per at uran Presi den Nonor 6 Tahun 1961

I1. Menetapkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN  PAMERAN
| NDONESI A

BAB |.

UMM



Jeni s Pekan Raya dan Paner an.
Pasal 1.

(1) Yang dinmaksudkan dengan Pekan Raya/Paneran |Internasional ialah
suatu Pekan Raya/Paneran yang nenpertunjukkan usaha-usaha dan
hasi |l -hasi| serta keng uan-kena uan dal am bi dang penbangunan yang
dapat diikuti ol en senmua negara yang nenpunyai mnat yang neliputi
negara nasi ng- nasi ng.

(2) Yang di maksudkan dengan Pekan Raya/Paneran Nasional ialah suatu
Pekan Raya/Paneran yang nenpertunjukkan usaha-usaha dan hasil -

hasil serta kenaj uan-kengjuan dalam bidang penbangunan di
| ndonesi a dengan kenungki nan ikut sertanya negara-negara asing
secara terbatas, sekedar sebagai bahan  percontohan dan

per bandi ngan.

(3) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Panmeran Lokal ialah Pekan
Raya/ Paneran yang nenpertunj ukkan usaha-usaha dan hasil-hasil
serta kemaj uan- kemaj uan dal am bi dang penbangunan daer ah-daerah di
| ndonesi a.

(4) Yang dinmaksudkan dengan Penbangunan dalam peraturan ini ialah
kegi at an- kegi atan yang termnaksud dal am bi dang- bi dang penbangunan,
produksi dan distribusi dari negara Republik | ndonesi a.

BAB | |
Penyel enggar aan Pekan Raya.
Pasal 2.

Sebagai sal ah satu usaha untuk mendorong dan nenupuk kegi atan-
kegi atan dalam bidang penbangunan diadakan Pekan Raya dan Paneran
Penbangunan secar a berkal a.

Pasal 3.

Pekan Raya atau Paneran Internasi onal disel enggarakan ol eh Lenbaga
Pameran dan Pekan Raya Indonesia (Leppri) yang penbentukannya diatur
dalam pasal 9 peraturan ini. Pekan Raya atau Paneran |nternasional
tersebut dapat diadakan setiap dua tahun sekali bertenpat di Jakarta
dengan persetujuan Menteri Penbangunan.

Pasal 4.

Pekan Raya atau Paneran Nasional disel enggarakan ol en Penerintah
Daerah Tingkat | dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan G onom
Daerah atau pej abat yang di tunj uk ol ehnya setel ah nmendengar perti nbangan
Menteri Penbangunan atau pej abat yang ditunjuk ol ehnya, bertenpat diibu
kota Daerah tingkat | atau tenpat lain yang ditetapkan oleh Kepal a
Daer ah yang ber sangkut an, dengan bant uan dan pengawasan Leppri .

Pasal 5



Pekan Raya atau Paneran Lokal disel enggarakan oleh Penerintah

Daerah Tingkat |1 dengan persetujuan dan di bawah pengawasan Quiber nur
Kepal a Daerah Tingkat | yang bersangkutan atau wakilnya diibu kota
Daerah tingkat 11 atau tenpat lain yang ditetapkan ol en Kepal a Daerah

Tingkat Il yang bersangkut an.
Pasal 6.

Paneran Nasional dapat diselenggarakan diluar negeri ol eh
Perwakil an Republik Indonesia dinegara yang bersangkutan atau oleh
sesuatu atau beberapa instansi di Indonesia dengan nenperhatikan
pet unj uk-petunjuk dari Departenmen Penerangan dan dengan persetujuan
Menteri Penbangunan.

Pasal 7.

Negara asing dapat nenyel enggarakan Pameran Penbangunan di
| ndonesi a dengan pengawasan Leppri setel ah nendapat persetujuan dari
Menteri Penbangunan.

Pasal 8.

Paneran yang bersifat khusus dapat disel enggarakan ol eh instansi
atau badan/ perusahaan yang berkepentingan dengan persetujuan dan
pengawasan dari Leppri .

BAB |11
Lenbaga Paneran dan Pekan Raya | ndonesi a.
Pasal 9.

Untuk nenentukan garis-garis kebijaksanaan dan pedonan dal am
penyel enggar aan Pekan Raya dan Paneran Penbangunan di bentuk suatu badan
yang ber nama Lenbaga Paneran Pekan Raya |ndonesia (Leppri).

Pasal 10.

Leppri menber i perti nbangan kepada Peneri ntah mengenai
kebi j aksanaan dal am | apangan Paneran dan Pekan Raya Penbangunan sesuai
dengan ket ent uan-ketentuan yang tel ah di gari skan dal am Mani festo Politik
dan Pola Penbangunan Senmesta Berencana Ketetapan-ketetapan Mjelis
Per nusyawar at an Rakyat Senentara Nonor |/ MPRS 60 dan Nonor |1/ MPRY 60.

PASAL 11.

Leppri merupakan aparatur Penerintah yang nenpunyai Dewan Pengurus
yang susunannya adal ah sebagai beri kut:
1. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Penbangunan, sebagai Ketua,
mer angkap anggot a;

2. seorang yang ditunjuk ol eh Menteri D stribusi, sebagai Vékil Ketua
| merangkap anggot a.



10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

(1)

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Produksi, sebagai Wkil Ketua
Il nmerangkap anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai Wkil Ketua
1l nerangkap anggot a;

Quber nur/ Kepal a Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya atau Wékil nya,
sebagai Wékil Ketua |V merangkap anggot a;

seorang yang ditunjuk ol enh Menteri Pertani an, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/
Pert anbangan, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Rakyat, sebaga
anggot a;

seorang yang ditunj uk ol en Menteri Perdagangan, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Conom
Daer ah, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk ol en Menteri Luar Negeri, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Menteri Pendidi kan Pengetahuan dan
Kebudayaan, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk ol en Menteri Penerangan, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk ol eh Staf Penguasa Perang Tertinggi, sebaga
anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh Lenbaga A at-alat Penbayaran Luar
Negeri, sebagai anggot a;

seorang yang ditunj uk ol eh Jawat an Bea dan Qukai, sebagai anggot a;

seorang yang ditunjuk oleh VWakil dari golongan Karya Pertani an,
Peri kanan dan Pet er nakan, sebagai anggot a

seorang yang ditunjuk ol eh dunia perusahaan dan perdagangan swasta
yang organi sasinya nendapat pengakuan dari Penerintah, sebaga
anggot a;
seorang yang ditunj uk ol en Perusahaan Negara, sebagai anggot a;
seorang yang ditunj uk ol eh Dewan Pariw sata, sebagai anggot a;

Pasal 12.
Anggot a- anggota Leppri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Penbangunan atas usul Menteri-Mnteri atau Instansi- instansi yang
ber sangkut an.



(2) Apabila dianggap perlu Menteri Penbangunan dapat nenanbah juntah
anggot a Dewan Pengurus tersebut nenurut kebut uhan.

Pasal 13.

Leppri  nenpunyai Sekretariat tetap yang dipinpin oleh seorang
Sekretaris yang di angkat ol en Menteri Penbangunan.

Pasal 14.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ternasuk keuangan dari
Leppri, disahkan ol en Menteri Penbangunan.

Pasal 15
Leppri dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri
Penbangunan.
Pasal 16.

Leppri mengadakan koordi nasi dan pengawasan terhadap pel aksanaan
Pekan Raya dan Paneran serta nenberi petunj uk-petunjuk seperl unya.

Pasal 17.

(1) Untuk nenyel enggar akan Pekan Raya/ Paneran Nasional dan/ atau Lokal
Peneri ntah Daerah Tingkat | atau Daerah Tingkat |l dapat nenbent uk
suatu badan penyelenggara yang bersifat tetap yang susunannya
sedapat nmungki n di sesuai kan dengan Leppri dipinpin oleh Kepala
Daer ah at au waki | nya.

(2) Badan tersebut pada ayat (1) pasal ini bertindak juga sebagai
badan penasehat dan penbantu dari Kepal a Daerah dal am urusan Pekan
Raya dan Paneran Penbangunan.
BAB | V.

Keuangan Leppri .

Pasal 18.
Leppri nenper ol eh keuangan:
1. berupa bantuan dari Penerint ah;
2. nmenurut ket entuan dal am Anggaran Dasar yang di sahkan ol eh Menteri

Penbangunan.
BAB V.
Lai n-1ain.
Pasal 19.

(1) Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan hal-hal yang



ber hubungan dengan tugas dan wewenang Leppri yang bel um di atur
dal amperaturan ini ditetapkan ol en Menteri Penbangunan.

(2) Peraturan-peraturan nmengenai persoal an yang sanma tel ah ada sebel um
ber| akunya Peraturan Presiden ini disesuai kan dengan ket entuan-
ketentuan dalam peraturan ini dan dianggap batal, apabila
ber t ent angan.

Pasal 20.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.
Agar setiap orang dapat nengetahui nya, mnenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara Republ ik
| ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopenber 1961.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.
SCEKARNQ
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopenber 1961.
Sekretaris Negar a,
ttd.
MOHD. | CHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 18 TAHUN 1961
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PRESI DEN NOMCR 6 TAHUN 1961 ( LEMBARAN NEGARA TAHWN
1961 NCMXR 64 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 227) DAN PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN | NDONESI A

UMM

D sanpi ng adanya per encanaan yang sebai k- bai knya yang
di t uangkan dal am suat u Pol a Penbangunan serta per si apan- persi apan
nmengenai pel aksanaan yang ser api -rapi nya, nmaka sal ah satu unsur yang
tidak bol eh di abai kan dal am rangka penbangunan ini ial ah usaha-usaha
yang akan nenberi pener angan- penerangan insentive serta dorongan dan
penmupukan mnat dan nengi si jiwa penbangunan kepada nasyar akat .

Sal ah satu bentuk usaha unt uk mencapai nmaksud itu ial ah
penyel enggar aan Paner an- paner an dan Pekan Raya Penbangunan. Adapun yang
di maksud dengan istil ah Penbangunan di sini ialah seperti tercantum
dal am pasal 1 ayat (4) peraturan ini ialah senmua kegi atan yang nmasuk



bi dang- bi dang tugas Menteri Penbangunan. Menteri Produksi dan Menter
D stri busi .

Ber beda dengan naksud- naksud yang dij al ankan ol eh Negar a-
negara yang taraf penbangunannya sudah maj u, di mana Paneran dan Pekan
Raya itu tujuan yang terutana i al ah untuk nencari pasaran bagi
hasi | -hasi| produksi jadi konersil, maka bagi |ndonesia terutama untuk
maksud- maksud nendorong dan menmupuk jiwa penbangunan dan menaj ukan
sepesat - pesat nya dengan mnenper bandi ngkannya dengan negara asing serta
menper t unj ukkan kepada nasyar akat bet apa penti ngnya sesuat u proyek
tertentu.

Q eh karena itu nmaka di anggap setepat nya nmenenpat kan
Paner an- paner an dan Pekan Raya i ndustri di bawah konpetensi Menter
Penbangunan dengan ti dak nengurangi syarat gotong-royong dan penyertaan
dari Menteri-nenteri yang | ain.

Sesuai dengan garis-garis besar dan hal uan Negara yang
di gari skan dal am Mani festo Politik dan yang khusus mengenai penbangunan
yang di gari skan dal am Pol a Penbangunan Senest a- Ber encana, yang
kedua- duanya di sahkan dengan Ket et apan- ket et apan MPRS Nonor | dan |
tahun 1960, maka penyel enggar aannya ada di tangan Penerintah, bai k Pusat
maupun Daer ah.

Agar supaya usaha tersebut berjalan dengan i ntensif, dan
sebai k- bai knya, maka unt uk maksud tersebut di bentuk suatu badan khusus
dengan nanma Lenbaga Paneran dan Pekan Raya | ndonesi a yang juga berstatus
sebagai penbantu dan penasehat Penerintah untuk nasal ah tersebut.

PASAL DEM PASAL.

Qukup j el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NOMCR 3000
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2359



